
Sidang Perdana Mario Dandy 
Digelar di PN Jaksel Besok

JAKARTA (IM) - Ma-
rio Dandy Satrio, tersangka 
penganiayaan terhadap 
David Ozora (17),  dan 
Shane Lukas akan men-
jalani sidang perdana pada 
Selasa (6/6).

Pejabat Humas Peng-
adilan Negeri (PN) Ja-
karta Selatan, Djuyamto, 
menyebutkan, tidak ada 
pengamanan khusus pada 
sidang tersebut.

“Pengamanan seperti 
biasa,” kata Djuyamto saat 
dikonfi rmasi awak media, 
Sabtu (3/6).

Djuyamto menyebut-
kan terkait  teknis peng-
amanan pada sidang terse-
but menjadi kewenangan 
pihak Polres Metro Jakarta 
Selatan (Jaksel).

“Mengenai  teknis-
nya menjadi kewenangan 
Polres Jaksel koordinasi 
dengan Kejaksaan Negeri 
Jakarta Selatan dan peng-
amanan internal PN Jak-
sel,”  katanya.

Sebagaimana diketahui, 
Mario Dandy Satriyo dan 
Shane Lukas tersangka ka-
sus penganiayaan terhadap 

David Ozora telah resmi 
diserahkan ke Kejaksaan 
Negeri (Kejari) pada 
Jumat (26/5) lalu.

Adapun sidang per-
dana perkara tersebut 
akan digelar pada Selasa 
6 Juni 2023 di Pengadi-
lan Negeri Jakarta Se-
latan yang akan dipimpin 
oleh Majelis Hakim Ali-
min Ribut Sujono.

Sebelumnya, sempat 
beredar isu perlakuan 
istimewa terhadap Mario 
Dandy Satriyo di Rutan 
Cipinang. Isu tersebut 
pertama kali dimuncul-
kan oleh pemilik akun 
Twitter @logikapolitikid. 
Pemilik akun tersebut 
menyebut bahwa Mario 
Dandy langsung dima-
sukkan ke blok khusus 
Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) tanpa melalui 
blok penampungan.

Namun hal ini su-
dah dibantah pihak 
Ditjenpas yang menye-
but bahwa penempatan 
Mario Dandy di Rutan 
Cipinang sudah sesuai 
prosedur.  han

PKS: Cawapres yang Anies Pilih 
Antara AHY, Khofi fah, dan Aher

JAKARTA (IM) - Juru 
Bicara (Jubir) Partai Keadil-
an Sejahtera (PKS) M Iqbal 
mengatakan, Anies Baswe-
dan telah mengantongi satu 
nama bakal calon wakil pre-
siden (cawapres) di antara tiga 
nama yang disebut-sebut akan 
mendampinginya di Piplres 
2024.

Selama ini ada tiga nama 
bakal cawapres Anies yang 
beredar di publik, yakni   Ke-
tua Umum Partai Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY), Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa, 
dan eks Gubernur Jawa Barat 
Agus Heryawan (Aher). 

“(Cawapres Anies) di an-
tara tiga nama dan dari partai 
pengusung,” ujar Iqbal saat 
dimintai konfi rmasi, Minggu 
(4/6).

Di antara ketiga nama 
tersebut, hanya Khofifah 
yang bukan merupakan kader 
partai di Koalisi Perubahan 
untuk Persatuan (KPP). Se-
bagai informasi, KPP terdiri 
dari Demokrat, Nasdem, dan 
PKS. Iqbal memastikan nama 
Khofifah tetap masuk ke 
dalam kandidat cawapres 
Anies. Sebab, Khofi fah meru-
pakan cawapres usulan Partai 
Nasdem. 

“Khofi fah masih masuk, 
usulan Nasdem,” katanya.

Sementara itu, Kepala 
Ba dan Komunikasi Strate-
gis Partai Demokrat Her-
zaky Mahendra Putra enggan 

membocorkan siapa nama 
cawapres Anies. Dia hanya 
mengatakan pasangan yang 
akan Koalisi Perubahan 
untuk Persatuan usung 
nantinya pasti menjadi pa-
sangan terbaik. 

“Ini pasangan terbaik. 
Sesuai harapan rakyat,” 
ucap Herzaky dikonfi rmasi 
terpisah. 

Sebelumnya, Anies 
Baswedan mengaku telah 
mengantongi satu nama 
cawapres. Namun, ia me-
ngatakan masih harus 
menjalankan serangkaian 
proses sebelum mendekla-
rasikan pendampingnya itu. 

“Masih panjang, masih 
panjang, pokoknya sudah 
ada. Tapi, nanti pada wak-
tunya diumumkan,” ujar 
Anies di Nasdem Tower, 
Gondangdia, Menteng, 
Jakarta, Jumat (2/6).

Anies bakal melanjut-
kan komunikasi ke tiga 
ketua umum partai poli-
tik (parpol) anggota KPP. 
Anies diketahui te lah 
bertemu dengan Ketua 
Umum Partai Demokrat 
Agus Harimurti Yudho-
yono (AHY) di Pacitan, 
Jawa Timur, Kamis (1/6). 
Kemudian juga bertemu 
Ketua Umum Partai Nas-
dem Surya Paloh. 

“ N a n t i  k i t a  a k a n 
ketemu (pimpinan PKS) 
lagi dalam waktu dekat ini,” 
ucap Anies.  mei
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KONSOLIDASI
AKBAR PEMENANGAN

PDI PERJUANGAN
Bakal calon presiden 
dari PDI Perjuangan 
G a n j a r  P r a n o w o 
m e n y a m p a i k a n 
pidato saat meng-
hadiri konsolidasi 
pemenangan akbar 
PDI Perjuangan se-
Jakarta di Hall Bas-
ket Gelora Bung 
Karno, Senayan, Ja-
karta, Minggu (4/6). 
DPD PDI Perjuangan 
DKI Jakarta mengge-
lar konsolidasi akbar 
untuk pemenangan 
dalam Pileg dan Pil-
pres 2024. 

Denny Indrayana sebut Ketua DPD juga Dapat
Informasi MK Bakal Putuskan Sistem Tertutup
Denny menyebut  jika ada perubahan 
sisttem pemilu dari proporsional ter-
buka menjadi tertutup, bisa berdampak 
Pemilu 2024 ditunda.

Perwakilan Daerah, Bapak La 
Nyalla,” kata Denny dalam 
suatu acara, yang dikutip pada 
Minggu (4/6) di YouTube. 

“Dia mengatakan, ‘Mas 
Denny, ini MK akan memu-
tuskan sistem proporsional 
tertutup’. Nah, waktu itu Pak 
La Nyalla juga punya infor-
masi, cuma saya tidak twit. 
Gitu lho,” katanya.

Selain itu, Denny men-
gungkapkan bahwa La Nya lla 
juga memperkirakan pen-
gubahan sistem pemilu terse-
but akan berdampak pada 
pelaksanaan pemilu yang bisa 
tertunda. Pelaksanaan pemilu 
bisa tertunda semisal tiga bu-
lan dari yang direncanakan 

JAKARTA (IM) - Pakar 
hukum tata negara Denny 
Indrayana mengaku bukan 
hanya dirinya yang mendapat-
kan informasi tentang Mah-
kamah Konstitusi (MK) yang 
akan memutuskan sistem 
pemilihan legislatif  menjadi 
proporsional tertutup. 

Menurutnya, sebelum hal 
itu diungkapnya ke publik, 
Ketua DPD La Nyalla Mat-
tallitti sudah menyatakan soal 
rumor itu kepadanya. 

“Bahkan, beberapa saat 
yang lalu, sebelum saya 
mendapatkan informasi yang 
saya twit ini. Informasi yang 
relatif  kurang lebih sama datang 
dari Ketua DPD, Ketua Dewan 

mengancam bakal melakukan 
boikot terhadap putusan MK.

“Nah kalau anggota de-
wannya boikot, pemilunya 
kan ditunda. Apakah ini yang 
dimaksud diharapkan sebena-
rnya, jadi kan tidak bagus juga 
kalau kemudian ini menjadi 
pintu membuka ruang bagi 
penundaan pemilu. Mestinya 
penundaan pemilu kita tutup,” 
tegas Denny. 

Oleh sebab itu, Denny 
berharap apa yang disampai-
kannya kepada publik terkait 
rumor putusan MK dapat 
menjadi perhatian. Terutama, 
jelas Denny, kepada MK yang 
akan memutuskan sistem pe-

milu dalam waktu dekat agar 
lebih hati-hati sebelum ber-
tindak. “Harapan saya tidak 
ada penundaan pemilu tapi 
kalau kemudian saling ngotot 
yang satu enggak mau diubah 
menjadi tertutup, yang satu 
ngotot supaya diubah menjadi 
tertutup,” ujarnya. 

“Kemudian antara kekua-
tan-kekuatan politik tidak 
ada titik temu, dan itu me-
nyebabkan saling boikot dan 
saling kunci, ya bisa terbuka 
kemungkinan situasi politik 
memanas dan itu yang tidak 
kita harapkan pemilunya di-
tunda,” kata  Denny menan-
daskan.  han

sebelumnya, Februari 2024. 
“Jadi beliau mengatakan 

ini MK akan memutuskan 
sistem proporsional tertutup, 
dan karenanya nanti pemilu-
nya ditunda tiga bulan sekian 
lama supaya KPU-nya punya 
waktu persiapan akibat pe-
rubahan gitu,” jelas Denny. 

Mantan Wakil Menteri 
Hukum dan HAM ini tak me-
mungkiri bahwa pemilu me-
mang bisa saja ditunda. Tak 
hanya pemilu yang ditunda, 
dia juga memperkirakan bisa 
saja isu perpanjangan masa 
jabatan presiden terealisasi. 

Namun Denny tak men-
jabarkan lebih detail terkait 
argumentasinya soal perpan-
jangan masa jabatan presiden 
ini. Ia kemudian menyatakan 
bahwa rumor yang disampai-
kannya ini dapat berimplikasi 
pada anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR). 

Anggota DPR yang tak 
setuju sistem pemilu diubah, 

JAKARTA (IM) - Man-
tan pegawai KPK, Hot-
man Tambunan, mendesak 
pemerintah segera memben-
tuk panitia seleksi (pansel) 
calon pimpinan KPK, meski 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
memutus perpanjangan masa 
jabatan Firli Bahuri dkk satu 
tahun ke depan. 

Mantan Kepala Satgas 
Pembelajaran Antikorupsi 
KPK ini awalnya menyebut 
soal rencana pemerintah 
yang akan membentuk pan-
sel capim KPK pada Juni 
2023. Namun rencana itu 
dinilai melandai setelah MK 
memutus perpanjangan masa 
jabatan pimpinan KPK dari 
empat tahun menjadi lima 
tahun.

Hotman lalu mengungkit 
putusan MK yang menga-
bulkan gugatan Wakil Ketua 
KPK Nurul Ghufron soal 
perpanjangan masa jabatan 
pimpinan KPK. Secara khu-
sus, dia menyoroti putusan 
MK terkait perpanjangan 
masa jabatan Dewas KPK.

Dalam Pasal 37A ayat 3 
UU 19 tahun 2019 tentang 
KPK diatur soal masa jabatan 
Dewas KPK adalah empat 
tahun. Pemilihan Dewas KPK 
pun harus melalui panitia 
seleksi sesuai dalam Pasal 37E 
ayat 2 UU KPK.

Hotman mengatakan pu-
tusan MK terhadap gugatan 
Nurul Ghufron soal perpan-
jangan masa jabatan pimpi-
nan dan Dewas KPK tidak 

merevisi pasal di UU KPK 
terkait jabatan Dewas.

Dalam pertimbangan 
putusan MK memang 
telah disinggung soal per-
panjang an masa jabatan 
Dewas KPK menjadi lima 
tahun. Namun, Hotman 
menilai pertimbangan pu-
tusan MK tidak bisa serta 
merta merubah pasal dalam 
Undang-Undang.

Masyarakat Anti Ko-
rupsi Indonesia (MAKI) 
JUGA mendesak peme-
rintah segera membentuk 
Pasel Capim KPK.

“Saya tetap pada posisi 
perpanjangan oleh MK jadi 
5 tahun itu berlaku untuk 
periode yang akan datang. 
Artinya untuk periode 
yang sekarang itu adalah 
masa jabatan 4 tahun. Jadi 
pre siden dan pemerintah 
harus segera memben-
tuk pansel sebagai bentuk 
personifikasi putusan itu 
berlaku tahun berikutnya,” 
kata Koordinator MAKI 
Boyamin Saiman saat di-
hubungi, Sabtu (3/6).

“Jadi ini berlaku 4 ta-
hun jadi harus membentuk 
panitia seleksi untuk peng-
gantinya,” katanya.

Boyamin juga mengu-
tip pernyataan Menko 
Polhukam Mahfud Md 
yang telah meminta MK 
menafsirkan putusannya 
itu. Tetapi, menurutnya, 
pansel capim KPK harus 
segera dibentuk.  han

Pemerintah Didesak Segera 
Bentuk Pansel Capim KPK

JAKARTA (IM) - Se-
kretaris Jenderal PDI-P 
Hasto Kristiyanto sebut 
bakal ada partai politik lain 
yang akan memberikan 
dukungan kepada Gan-
jar Pranowo sebagai bakal 
calon presiden. 

Seperti diketahui, sejauh 
ini, Gubernur Jawa Tengah 
itu telah mengantongi du-
kungan dari PDI Perjuang-
an, Hanura dan Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP). 

Menurut Hasto, par-
tai politik tersebut akan 
mengumumkan dukungan 
terhadap Ganjar pada pada 
Jumat mendatang. 

“Pak Ganjar ini kan 
baru jadi calon presiden dari 
PDI Perjuangan, dari Partai 
Persatuan Pembangunan 
dari Hanura, dan kemu-

dian kemarin kita sudah 
membangun kesepahaman 
dengan Partai Amanat Na-
sional, maka Jumat ming-
gu depan akan ada partai 
lain yang akan bergabung 
memenangkan kita saudara-
saudara sekalian,” kata Has-
to dalam acara konsolidasi 
PDI-P DKI Jakarta di Bas-
ket Hall Senayan, Jakarta, 
Minggu (4/6).

Kendati begitu, Hasto 
tak menyebut siapa partai 
politik yang dimaksud. Ia 
juga tak menyebut apakah 
partai yang dimaksud adalah 
PAN usai partai pimpinan 
Zulkifl i Hasan itu menemui 
PDI-P pada Jumat (2/6) 
kemarin. 

Hasto menegaskan bah-
wa komunikasi juga terus 
dilakukan PDI-P dengan 

generasi muda. Sebab gene-
rasi muda ini adalah masa 
depan Indonesia. 

“Karena itulah apa yang 
menjadi perhatian dari Pre-
siden Jokowi, perlunya lon-
catan kemajuan sehingga 
Presiden Jokowi pun akan 
mencari demi menjaga lon-
catan kemajuan,” katanya.

Pada kesempatan yang 
sama, Hasto sempat me-
nyampaikan pantun di de-
pan ribuan kader PDI-P. 

“Pemimpin itu tiada 
hanya sekedar berjanji. Ha-
rus kaya prestasi. Tampilkan 
narasi kemajuan untuk ne-
geri,” ucap Hasto. 

“Presiden Jokowi dan 
Ganjar itu sehati. Kesatu-
paduan keduanya bikin bakal 
calon lain iri,” imbuhnya 
melanjutkan pantunya.  han

Sekjen PDI-P Sebut Ada Parpol Lain 
Umumkan Dukungan ke Ganjar, Jumat

RAPAT KERJA NASIONAL PARTAI GOLKAR
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sam-
butan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Golkar tahun 2023 
di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6). Rapat yang 
dihadiri pengurus DPD dari seluruh Indonesia tersebut mengangkat tema 
Bersama Menangkan Hati Rakyat Majukan Indonesia.
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JAKARTA (IM) - Ke-
tua Umum (Ketum) Partai 
Golkar, Airlangga Hartarto 
,mengatakan, keputusan soal 
calon presiden (capres) yang 
akan diusung Partai Golkar 
akan diputuskan dalam waktu 
dekat. Saat ini, Golkar masih 
terbuka dengan berbagai opsi 
capres yang telah bermuncul-
an di publik. 

Peryantaan ini disampai-
kan Airlangga saat membuka 
Rapat Kerja Nasional (Raker-
nas) 2023 Golkar di Kantor 
DPP Partai Golkar, Jakarta 
Barat, Minggu (4/6).

“Opsi masih terbuka, 
mudah-mudahan keputusan 
tidak lama lagi. Jadi untuk 
teman-teman wartawan, ma-
sih tunggu satu-dua bulan 
lagi,” ujar Airlangga. 

Menurutnya, Partai Golkar 
terus berkomunikasi de ngan 
seluruh partai politik guna 
menghadapi Pilpres 2024.

Informasinya, Golkar saat 
ini tengah menjajaki pemben-
tukan koalisi besar dengan 
Partai Kebangkitan Banga 
(PKB) dan Partai Gerindra. 
Namun pada saat yang sama, 
Golkar juga telah membentuk 
Koalisi Indonesia Bersatu 
dengan Partai Amanat Nasi-
onal (PAN) dan Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP). 

Keberadaan koalisi ini 
tengah goyah, setelah PPP me-
mutuskan untuk mengusung 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo sebagai bakal capres 
bersama PDI Perjuangan. 

Sementara itu, beberapa 
waktu yang lalu, Airlangga 
juga pernah berkomunikasi 
dengan Ketua Umum Partai 

Nasdem Surya Paloh. Nas-
dem sendiri diketahui telah 
membentuk koalisi dengan 
Partai Demokrat dan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). 

Menurut Airlangga, lang-
kah Golkar mempertimbang-
kan soal sosok yang akan 
diusung pada Pilpres 2024, 
sudah dilakukan sejak 2022 
lalu. 

“Oleh karena itu, dengan 
Rakernas ini, saya berharap 
bahwa kebijakan di berbagai 
tingkatan pengurus provin-
si, kabupaten/kota, tingkat 
fraksi, tingkat organisasi hasta 
karya, dan di seluruh jaja-
ran Partai Golkar agar terus 
bergerak untuk kemenangan 
Partai Golkar,” katanya.

Untuk diketahui bahwa 
higga kini, Golkar belum 
memutuskan siapa kandidat 
capres yang akan diusung di 
Pilpres 2024.  Di dalam pen-
jajakan pembentukan koalisi 
besar, Golkar ingin mema-
sangkan Airlangga sebagai 
cawapres Prabowo Subianto. 
Namun, keinginan itu selalu 
ditolak oleh PKB, yang sejak 
awal telah membentuk Koalisi 
Kebangkitan Indonesia Raya 
(KKIR) dengan Gerindra. 

Sementara, belakangan 
juga sempat muncul opsi un-
tuk memasangkan Airlangga 
dengan Ketua Umum PAN 
Zulkifli Hasan. Wacana itu 
muncul di internal PAN yang 
juga diamini oleh Golkar. 
Akan tetapi gabungan perole-
han suara kedua partai itu be-
lum cukup untuk memenuhi 
ambang batas pencalonan 
presiden atau presidential 
threshold.  mei

Soal Calon Presiden dari Golkar, 
Airlangga: Tunggu 1-2 Bulan Lagi


